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ABSTRAK

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak politik
rakyat dan hak asasi manusia merupakan tema dasar dalam politik
ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional yang
kemudian disebut dengan hak-hak konstitusional warga negara dan
diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang
melindunginya. Namun, dalam perkembangannya, adanya kekosongan
pengaturan pada pengujian perkara constitutional question membuat
gagasan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional
warga negara belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena
itu, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait
constitusional question melalui pendekatan siyasah dustiiriyyah menjadi
sangat penting untuk diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini
adalah penelitian pustaka (library research). Penelitian ini bersifat
deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
konseptual (comparative approach) dengan teori siyasah dustiriyyah.
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: sumber
primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan
mekanisme constitutional question dengan segala aspeknya yang
meliputi konsep, tujuan serta mekanisme penerapannya telah sesuai dan
relevan dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam siyasah dustiriyyah.
Khususnya dalam aspek perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam
islam, sulthah qadaiyyah dan sulthah tashri’iyyah. Oleh karena itu,
penerapan mekanisme constitutional question harus segera diwujudkan,
agar hakim biasa (peradilan dibawah lingkup Mahkamah Agung) tidak
memaksakans, s diriy, untuk, / menerapkan jundang-undang yang
konstitusionalitasnya masih diragukan oleh hakim tersebut terhadap
perkara yang sedang ditanganinya. Dengan demikian, kemungkinan
hakim melakukan tindakan yang tidak adil dapat dihilangkan dan
perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dapat
dimaksimalkan.

Kata Kunci: Constitutional Question, Siyasah Dustiriyyah, Hak
Konstitusional.
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... "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita"...

(Q.S. AT-TAUBAH (9): 40)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

AYAHANDA MUSIFIN & IBUNDA DEWI MASITOH
Yang telah memayungiku dengan berjuta-juta kasih sayang, bahkan tak
terhingga.

KAKANDA ANJANI NEHLA LABIBA
ADINDA ZULHIMMA ULYA
ADINDA ALQODHI ADLANTAMA
Berbahagialah selalu karena kesuksesan dunia akhirat senantiasa

bersama kalian, semoga.

DAN
SELURUH CINTA YANG BERTEBARAN DI SETIAP HEMBUSAN
NAFAS
Teruntuk setiap nyawa yang pernah bersua denganku
Terimakasih karena kita masih tetap terhubung dalam ikatan cinta
Cinta yang selalu bersinar di'dalam hatisetiap kalian
Cinta'yang tetap menjaga'kokohnya suatu kékeluargaan

Kekeluargaan sebagai umat manusia yang tentu selalu mengharap

ridho Allah swt.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan

skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal
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fﬁzbuf Nama | Huruf Latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan
o Ba’ B Be
o Ta’ T Te
& sa’ S s (dengan titik di atas)
z Jim J Je
: Ha’ h il;v F h()dengan titik  di
c Kha’ Kh Kdanh
> Dal D De
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B Ra’ R Er
) 72 Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
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B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
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C. Ta’ Marbitah di akhir kata
1. Bila ta’ Marbitah di baca mati ditulis dengan 4, kecuali kata-
kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia,

seperti salat, zakat dan sebagainya.

35 | Ditulis hikmah
3 @C Ditulis Jizyah

2. Bilata’ Marbitah ditkuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan £

;\@“i\ 3234 | Ditulis Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbutah hidup dengan harakat fathdh, kasrah dan

dammah ditulis ¢

hadBIer Ditulis Zakat al-fitr

D. Vokal Pendek

- thah
— Jatha! Ditulis A
Kasrah
- ard Ditulis I
s dammah o
_ Ditulis U
E. Vokal Panjang
X
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i fathah+alif Ditulis A
3@z Ditulis Jahiliyyah
5 fathah+ya’ mati Ditulis A
SO Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis I
3 ad Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis U
4 ) Ditulis Sfurid

F. Vokal Rangkap

| fathah+ya’ mati Ditulis Ai

aclip Ditulis bainakum
) fathah+wawu mati Ditulis Au

J3c Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof (°)

1 | -3 Ditulis a’antum

2 | aSdaig Ditulis La’in'syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam
1. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis

dengan al.

Xi
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ood Ditulis Al-Qur’an
) Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta

dihilangkan huruf/ (el)-nya.

1ald) Ditulis as-Sama

el Ditulis as-Syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang
Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.
Oa 5 s s Ditulis Zawi al-furid
5 ZQ)‘&JUD i Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat
dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an,
hadis, mazhab, syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah
dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
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c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal
dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish
Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,

misalnya Toko Hidayah, Mizan.
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KATA PENGANTAR
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Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadirat Allah
swt. yang senantiasa melimpahkan nikmatnya yang tak terhingga,
terutama nikmat iman dan islam. Kemudian nikmat panjang umur dalam
keadaan sehat wal ‘afiat sehingga sampai pada detik ini penulis dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Constitutional Question di
Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dusturiyyah” sebagai
karya ilmiah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana

Hukum.

Shalawat = beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada
baginda Rasul Muhammad saw. manusia paling sempurna yang
membawa sumber ' kesejahteraan’ bagi | seluruh falam ‘semesta, yang

dinanti-nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin.

Alhamdulillah skripst ini dapat diselesaikan dengan baik setelah
melewati berbagai rintangan yang cukup menantang, semoga penelitian
ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Sudah tentu, semua itu tidak
akan berjalan lancar tanpa adanya doa, dukungan dan motivasi dari
berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih

kepada :
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam studi hukum tata negara di dunia, terdapat dua tradisi
besar gagasan negara hukum, yaitu negara hukum dalam tradisi
eropa kontinental yang disebut rechtsstaat atau civil law dan negara
hukum dalam tradisi anglo saxon yang disebut dengan rule of law.!
Dalam dinamika perkembangannya, tidak dipermasalahkan
perbedaan terkait kedua konsep negara hukum tersebut, karena pada
dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada sasaran utama
yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.>

Terlepas dari penamaan Indonesia sebagai negara hukum
dengan sebutan rechtstaat atau rule of law, secara konstitusional
hasil amandemen ketiga UUD 1945 dengan tegas menyatakan
bahwa Indonesia adalah negara hukum.’ Indonesia tidak dapat
disebut sebagai salah satu dari kedua tradisi hukum tersebut, tetapi
lebih tepat disebut sebagai negara hukum pancasila. Eksistensi
Indonesia sebagai negara hukum ditandai dengan beberapa unsur
pokok, seperti pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia,

pemerintahan  diselenggarakan  berdasarkan  undang-undang,

! Thohari A. Ahsin, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia,
(Jakarta : Erlangga, 2016), him. 12.

2 Ahmad Zulal Abu Main, “Perspektif Siyasah Dustiriyyah terhadap konsep
Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, skripsi Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2018), hlm. 3.

3 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

1

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



persamaan di depan hukum, adanya peradilan administrasi, terdapat
pemisahan kekuasaan dan unsur-unsur lainnya.*

Dalam konsep negara hukum yang ideal, konstitusi harus
dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan. Hal ini
menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Tindakan pemerintah dan rakyat
didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-
wenang dari kedua belah pihak.> Sebagai hukum tertinggi maka
konstitusi merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai
pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-
undang tersebut dinyatakan sah dan valid apabila sesuai dengan
konstitusi, sebaliknya apabila bertentangan dengan konstitusi maka
dianggap tidak sah (inkonstitusional). Oleh karena itu, penerapan
peraturan-peraturan konstitusi mengenai pembuatan suatu undang-
undang dapat dijamin secara efektif apabila suatu organ selain organ
legislatif yang  bertugas membuat undang-undang diberi
kewenangan untuk menguji apakah suatu undang-undang
bertentangan atau tidak dengan konstitusi. ‘Organ khusus yang
memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian atau pembatalan
undang-undang-tersebut. menurut: Kelsen dapat berupa pengadilan

khusus yang bernama Mahkamah Konstitusi.®

4 Iriyanto A. Baso Ence, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas
Mahkamah Konstitusi, (Bandung: P.T. Alumni, 2008), hlm. 52.

5 Thohari A. Ahsin, Hak Konstitusional dalam Hukum..., hlm. 10.

® Pan Mohamad Faiz, “Relevansi Doktrin Negatif Legislator”, Jurnal
Konstitusi, No.107 (Februari 2016), hlm. 6.
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Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia
merupakan pengembangan dari asas-asas demokrasi dimana hak
politik rakyat dan hak asasi merupakan tema dasar dalam politik
ketatanegaraan. Hak dasar tersebut dijamin secara konstitusional
yang kemudian disebut dengan hak-hak konstitusional warga negara
dan diwujudkan secara institusional melalui lembaga negara yang
melindunginya.” Jadi, pembentukan Mahkamah Konstitusi
merupakan suatu upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara
hukum dan memberi perlindungan maksimum terhadap demokrasi
dan hak-hak dasar warga negara.®

Berdasarkan pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan
kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut UU MK), kewenangan Mahkamah Konstitusi
adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu,
berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 24C
ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU
MK, kewajiban-Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan
atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga

telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan

7 Soimin dan Mashuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia, (Y ogyakarta: UII Press, 2013) hlm. 50.

81 Dewa Gede Palguna, Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik
di Negara Lain serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia, Jurnal Hukum UII No.
1 Vol. 17 Januari 2010: 1-20.
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terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam
UUD 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjaga hak-
hak konstitusional warga negara masih sangat terbatas, yaitu hanya
kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945.°
Pengujian tersebut hanya terhadap suatu undang-undang yang
penerapannya dianggap potensial dapat merugikan hak-hak
konstitusional seorang warga negara yang dapat dimohonkan untuk
diuji di MK.' Padahal dalam praktiknya bisa saja terjadi
pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seorang warga negara
melalui penerapan suatu undang-undang dalam suatu perkara di
pengadilan biasa di bawah lingkup Mahkamah Agung'!, hal itu
sangat mungkin terjadi sebab hakim memiliki kewajiban untuk
menerapkan dan menegakkan suatu undang-undang ke dalam suatu
perkara'?, akan  tetapi tidak memiliki < kewenangan untuk
menentukan apakah undang-undang vyang akan diterapkan
konstitusional atau tidak, kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh

Mahkamah Konstitusi.

° I Dewa Gede Palguna, Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik
di Negara Lain ..., hlm. 1-20.

10 Lihat pasal 51 ayat (1) UU. No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 yang merumuskan secara lebih
ketat persyaratan /egal standing pemohon.

! Pengadilan biasa yang berada di bawah lingkup Mahkamah Agung yaitu
Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan
Militer.

12 Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, Pasal 10.
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Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak
konstitusional warga negara, maka fungsi Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga pengawal konstitusi dipandang perlu memiliki
kewenangan dalam constitutional question. lIstilah constitutional
question  merujuk  pada  suatu  mekanisme  pengujian
konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh
seorang hakim di pengadilan umum yang merasa ragu-ragu terhadap
konstitusionalitas suatu undang-undang yang digunakan dalam
perkara yang sedang ditanganinya.'® Oleh karena berdasarkan hal
tersebut, perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait konsep
constitutional  question di Mahkamah Konstitusi sebagai
perlindungan  hak konstitusional warga negara dengan

menggunakan pendekatan siyasah dustiriyyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,
terdapat beberapa rumusan masalah yang penyusun ambil dalam
penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif' siyasah dustiriyyah terhadap konsep
constitutional question . dalam kewenangan ~Mahkamah

Konstitusi ?

13 Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan
Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi
Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15:4 (Desember
2018), hlm. 688.
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2. Bagaimana mekanisme perluasan kewenangan Mahkamah
Konstitusi untuk menjalankan kewenangan constitutional

question ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah
sebagai berikut :

a. Untuk  mengetahui dan  menjelaskan  konsep
constitutional question dalam kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagai the guardian of constitution (pengawal
konstitusi) dan the protector of the citizen’s constitutional
rights (pelindung hak konstitusional warga negara).

b. Memberikan pemahaman serta relevansinya mengenai
korelasi perspektif siyasah dustiriyyah terhadap konsep
constitutional question dalam kewenangan Mahkamah
Konstitusi.

c. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme
perluasan -kewenangan' Mahkamah~ Konstitusi dalam
menerima perkara constitutional question.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian
ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

a. Kegunaan Teoretis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat
memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi

penegakan hak asasi manusia, khususnya mengenai
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kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam constitutional
question sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.
Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi
bagi pengembangan keilmuan, yakni ilmu hukum tata
negara baik untuk kalangan peneliti hukum, civitas
akademika serta masyarakat luas pada umumnya.
b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi perancang undang-undang (legislative
drafter) dalam membentuk peraturan perundang-
undangan, baik amandemen Undang-Undang Dasar 1945
terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, maupun
peraturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran sejumlah literatur terkait tema
“Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Perspektif
Siyasah Dustiriyyah > di lingkup fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, belum ada karya tulis yang membahas
tentang constitutional question. Namun terdapat beberapa tulisan
yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di bidang
lain. Adapun telaah pustaka yang ditemukan penulis dalam
penelitian ini berasal dari luar lingkup UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, diantaranya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zulal Abu Main, Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang
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berjudul “Perspektif Siyasah Dustiriyyah terhadap konsep
Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah
Konstitusi.” Skripsi tersebut membahas kewenangan MK RI
dalam constitutional complaint ditinjau dari perspektif
siyasah dustiariyyah. Ada 2 kesimpulan dari penelitian
tersebut, pertama, dalam pandangan doktrin ilmu hukum,
mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang berwenang
mengadili perkara constitutional complaint. Hal ini sangan
relevan dengan konsep Negara hukum yang telah dianut,
doktrin paham konstitusionalisme, bentuk pengujian
konstitusional, serta fungsi, tugas dan wewenang Mahkamah
Konstitusi. Kedua, konsep constitutional complaint juga
relevan dengan siyasah dustiriyyah, meliputi definisi dan
ruang lingkup siyasah dustiriyyah, perlindungan HAM
dalam Islam, dan wilayah al-mazalim sebagai pengadil

14 Perbedaan

kesewenangan penguasa terhadap rakyat
dengan penelitian ini sudah jelas bahwa skripsi tersebut
membabhas constitutional complaint sedangkan penelitian ini
membahas: constitutional question, meskipun pisau analisis
yang digukanan sama yaitu-siy@sah dusturiyyah.

2. Jurnal-yang-ditulis oleh Hamdan Zoelva, Fakultas Hukum
Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta dengan judul
“Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan

Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.”

Jurnal ini membahas kemungkinan MK RI dapat mengadili

14 Ahmad Zulal Abu Main, “Perspektif Siyasah Dustiiriyyah terhadap..., him.
95.
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perkara constitutional complaint dan constitutional question
dengan menggunakan pendekatan normatif, kajian
perbandingan dari beberapa negara lain serta kajian teoretik
mengenai MK RI di negara demokrasi konstitusional. Dalam
kesimpulannya Mahkamah Konstitusi bukanlah satu-satunya
tempat untuk mengadili perkara constitutional complaint dan
constitutional  question, namun bisa saja menjadi
kewenangan Mahkamah Agung ataupun peradilan lainnya
sesuai dengan isi dari constitutional complaint atau
constitutional question tersebut.'> Perbedaan jurnal tersebut
dengan penelitian ini terletak pada objek pembahasannya,
penelitian ini fokus pada pembahasan constitutional question
saja tanpa membahas tentang constitutional complaint.
Selain - itu; teori yang dijadikan pisau analisis dalam
penelitian ini juga berbeda, yakni menggunakan perspektif
siyasah dustiriyyah.

3. Jurnal yang ditulis oleh I Dewa Gede Palguna, Fakultas
Hukum Universitas Udayana Bali dengan judul
“Constitutional Question : Latar Belakang dan Praktik di
Negara . Lain = serta " Kemungkinan- Penerapannya di
Indonesia.”’~Jurnal ini menelaah constitutional complaint
yang diterapkan di Jerman, kemudian dibandingkan dengan
kemungkinan apabila diterapkan di Indonesia. Kesimpulan

dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa meskipun

15 Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint dan Constitutional Question
dan Perlindungan Hak-Hak Konstitutional Warga Negara”, Jurnal Media Hukum,
Vol.19:1 (Januari 2012), him. 164.
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bentuknya berupa pertanyaan (question), konstruksi
pemikiran dan substansi yang ada dalam constitutional
question di Jerman adalah pengujian undang-undang. Oleh
karena itu, mekanisme dimaksud sangat memungkinkan
untuk diadopsi di Indonesia tanpa memerlukan perubahan
terhadap UUD 1945, tetapi cukup dilakukan dengan
mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.'s Jurnal
ini tidak membahas bagaimana konsep constitutional
question apabila ditinjau dari perspektif siyasah dustiriyyah.
4. Jurnal yang ditulis oleh Josua Satria Collins dan Pan
Mohamad Faiz dengan judul “Penambahan Kewenangan
Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai
Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga

12

Negara.” Jurnal tersebut menelaah bagaimana urgensi
penambahan constitutional question kepada kewenangan
Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulannya ditegaskan
bahwa dengan adanya mekanisme tersebut, putusan hakim di
pengadilan umum yang dinilai bertentangan dengan
konstitusi dan dianggap melanggar hak konstitusional warga
negara dapat dihindari. Kemudian objek dan ruang pengujian
terhadap, peraturan perundang-undangan menjadi semakin
luas dan pelanggaran hak konstitusional terhadap warga

Negara dapat dipulihkan.!” Secara jelas bahwa skripsi

tersebut tidak menyentuh tinjavan siyasah dustiriyyah

16 1 Dewa Gede Palguna, “Constitutional Question : Latar Belakang dan
Praktik di Negara Lain ..., hlm. 17-18.

17 Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan
Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi..., hlm. 705.
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dalam menganalisis pentingnya constitutional question
dihadirkan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi
dengan judul “Constitutional Question (Antara Realitas
Politik dan Implementasi Hukumnya).” Jurnal ini meneliti
constitutional question dari segi realitas politik dan
implementasi hukumnya. Dalam kesimpulannya disebutkan
bahwa urgensi penerapan mekanisme constitutional question
di Indonesia merupakan wujud konkrit dari upaya
penghormatan dan perlindungan maksimum terhadap hak-
hak konstitusional warga negara, selain itu adalah sebagai
salah satu solusi alternatif dalam memulihkan citra dan
wajah penegakan hukum yang selama ini sudah tercabik-
cabik oleh keserakahan sistem yang sengaja “dikondisikan”.
Pada praktiknya, constitutional question merupakan pintu
masuk atau permulaan menuju constitutional complaint,
sehingga dalam realitas politik dan implementasi hukumnya
mekanisme constitutional question merupakan perluasan

dari. kewenangan Mahkamah" Konstitusi. !*

Dalam jurnal
tersebut tidak menggunakan pendekatan siyasah dustiriyyah
dalam.menganalisis /pentingnya constitutional question

untuk dihadirkan.

18 Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, “Constitutional Question (Antara Realitas
Politik dan Implementasi Hukumnya)”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7:1 (Februari 2010),
hlm. 46.
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E. Kerangka Teoritis

1. Siyasah Dustiuriyyah
Agama islam adalah agama yang mebawa rahmat bagi
seluruh alam. Hal ini telah ditegaskan di dalam Al-Qur’an Surat Al-
Anbiya’ (21) ayat 107 yang berbunyi; '

o opdal] Loy U) iy T ey

Agama islam diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk
disebarkan kepada seluruh umat manusia sebagai petunjuk dalam
segala jenis urusan di dunia maupun akhirat, termasuk dalam urusan
ketatanegaraan dan hak asasi manusia.

Islam sangat menghargai hak asasi manusia, di dalamnya
terdapat banyak sekali prinsip perlindungan terhadap HAM. Bukti
nyata bahwa islam menghargai HAM adalah dengan adanya Piagam
Madinah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw. Keseluruhan
isi yang terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) pasal di dalam piagam
tersebut mencerminkan semangat untuk menegakkan dan
menghargai hak asasi manusia. Hak-hak wyang telah diakomodir di
dalam piagam madinah itu sendiri diantaranya yakni, persamaan hak
dalam betragama,  hak / dalam/ “mendapatkan pekerjaan dan
penghidupan yang layak, hak dalam mendapat pendidikan, hak
dalam kebebasan berserikat dan berkumpul, serta hak dalam

mempertahankan kebudayaan.°

19 Al-Anbiya® (21): 107.
20 Ahmad Zulal Abu Main, “Perspektif Siyasah Dustiiriyyah terhadap..., hlm.
95.
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Constitutional question merupakan salah satu upaya dalam
rangka penegakan hak asasi manusia. Adapun permasalahan tentang
hak asasi manusia dan penyelenggaraan suatu pemerintahan dibahas
secara lebih komprehensif di dalam siyasah dustiriyyah. Siyasah
dustiriyyah merupakan bagian dari Ilmu Figih Siydsah yang
membahas, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan yang
berkaitan dengan prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan
pengaturan suatu negara untuk mencapai kemaslahatan umat
manusia dengan tetap berpedoman pada syariat. Suyuthi Pulungan
menegaskan bahwa siyasah dustiiriyyah membahas mengenai
penetapan hukum (tashri’iyyah) oleh lembaga legislatif, peradilan
(qadaiyyah) oleh lembaga yudikatif ,administrasi pemerintahan
(idariyah) dan pelaksanaan hukum (tanfiedziyah) oleh birokrasi atau
eksekutif. ' Namun yang akan menjadi fokus pada penelitian ini
adalah mengenai hak-hak warga negara dalam islam, lembaga
peradilan, lembaga legislatif dan wilayah al-mazalim

Siyasah dustiriyyah dalam menghargai, menghormati dan
mewujudkan HAM, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang
terjadi dalam'negara Indonesia. Hal-hal yang bersinggungan dengan
pencideraan terhadap hak asasi manusia menjadi prioritas untuk
segera diselesaikan-agarterwujud sebuah tatanan yang berorientasi
kepada keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Dalam upaya penegakkan HAM melalui mekanisme
constitutional question, tentu akan melibatkan lembaga peradilan

dan lembaga legislatif. Peradilan dalam islam disebut juga dengan

2l Suyuthi Pulungan, Figih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1994), him. 24.
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istilah gadaiyyah. Salah satu lembaga khusus yang terdapat di
dalamnya adalah wilayah al-mazalim. Wilayah al-mazalim
merupakan institusi pengendali, yaitu suatu kekuasaan peradilan
yang lebih tinggi daripada pengadilan biasa. Institusi tersebut
bertugas untuk memeriksa dan mengadili kesewenang-wenangan
penguasa terhadap rakyat karena bisa sangat mungkin hal tersebut
merampas hak-hak rakyat.”> Pembahasan dalam bidang ini tentu
menjadi sangat penting karena mekanisme constitutional question
pasti akan melibatkan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah
Konstitusi dan Peradilan biasa®® dibawah Mahkamah Agung.
Bidang tashri’iyvah merupakan bagian dari siyasah
dustiiriyyah yang membahas tentang penetapan suatu peraturan oleh
suatu lembaga. Sebagai negara hukum, segala sesuatu yang
berkaitan dengan penyelenggaran negara harus ada dasar
hukumnya. Dalam hal ini, di Indonesia belum ada hukum yang
mengatur tentang penyelenggaraan constitutional  question,
sehingga berdasarkan teori ini penulis akan meneliti bagaimana
dasar legitimasi dari penerapan constitutional question dalam

kewenangan Mahkamah Konstitusi.

22 Oyo Sunaryo Mukhlas, Pengembangan Peradilan Islam dari Kahin di
Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), him.
74.

23 Peradilan biasa merupakan sebutan bagi peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara.
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F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research).
Kajian pustaka dapat dilakukan dengan memilih dan memilah
sumber data pustaka yang relevan dan sesuai dengan bidang
ilmu serta bidang kajian yang hendak dijadikan penelitian,?*
yaitu yang berkaitan dengan konsep constitutional question
dan konsep siyasah dustiriyyah
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu
metode yang menggambarkan semua data atau keadaan
subyek/obyek penelitian yang dibahas kemudian dianalisis
dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang
berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk
memberikan pemecahan masalahnya.?
3.¢ Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah
pendekatan konseptual” (comparative approach)’® dengan

menggunakan teori siyasah dustiriyyah, yaitu mendekati

24 Restu Kartika Widi, 4sas Metode Penelitian, (Yogyakarta : Graha Ilmu,
2010), hlm. 119.

25 Restu Kartika Widi, Asas Metode Penelitian..., him. 84.

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana,
2010), 178.
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permasalahan yang ada dengan menelaah prinsip-prinsip
hukum dan teori-teori hukum yang ditemukan dalam
pandangan siyasah dustiuriyyah. Kemudian dianalisis
relevansinya terkait dengan permasalahan dalam penelitian
ni.
4. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga),
yaitu sebagai berikut:
a. Sumber Primer
Sumber data primer yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan
yang mengikat, diantaranya sebagai berikut

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 juncto Undang-
Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah
Konstitusi.

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia.

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

b. Sumber Sekunder
Sumber sekunder adalah bahan-bahan yang erat
hubungannya dengan sumber data primer, dan dapat

membantu menganalisis dan memahami bahan sumber
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data primer.?’ Diantara dapat berupa buku, skripsi, tesis,
disertasi, jurnal, majalah, karya ilmiah, artikel, laporan
penelitan, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi,
maupun doktrin hukum yang tentunya berhubungan
dengan pembahasan dalam penelitian ini.
c. Sumber Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan yang
digunakan untuk mendapatkan petunjuk maupun
penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder,
diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus

hukum, ensiklopedia, berita dan perkuliahan.?®

@G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Constitutional Question
di Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Dustiiriyyah” maka,
sistematika penulisan yang digunakan dan disusun adalah sebagai

berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan
penelitian,” manfaat “atau kegunaan penelitian, “telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang
menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh

penyusun.

27 Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 67.
28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
hlm. 24.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)



18

Bab kedua, memuat tentang perspektif siyasah dustiriyyah
yang di dalamnya meliputi prinsip perlindungan hak asasi manusia,
lembaga peradilan (Sulthah Qadaiyyah) dan lembaga legislatif
(Sulthah Tashri’iyyah)

Bab  ketiga, memuat tentang konsep dan definisi
constitutional question, perlindungan hak asasi manusia dalam
negara hukum, serta Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of
the citizen’s constitutional rights (pelindung hak konstitusional

warga negara).

Bab keempat, memuat tentang dua pembahasan utama.
Yakni pertama, analisis terkait relevansi constitutional question
sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam konsep siyasah
dustiiriyyah. Kedua, analisis terkait konstruksi mekanisme
perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima

perkara constitutional question.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan
dan saran atas penulisan skripsi in1 yang dilengkapi dengan daftar
pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang

digunakan dalam penyusunan skripsi ini.
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BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab sebelumnya, dapat
diambil kesimpulan bahwa constitutional question merupakan
suatu kebutuhan dalam rangka memaksimalkan perlindungan
terhadap hak konstitusional warga negara. Pada hakikatnya
Constitutional question merupakan bagian dari pengujian
konstitusionalitas suatu undang-undang (constitutional review).
Berdasarkan pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi
merupakan satu-satunya organ negara yang diberi kewenangan
eksklusif untuk menguji konstitusionalitas undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, sehingga penambahan
kewenangan constitutional question bisa dilakukan tanpa
melalui perubahan formal UUD 1945, melainkan dengan cara
merevisi UU Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan
ketentuan yang memberikan keleluasaan hakim peradilan biasa

mengajukan pertanyaan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi

Dalam tinjauan /. siyasah: dustiriyyah, penerapan
constitutional question harus segera diwujudkan di dalam sistem
peradilan konstitusi di Indonesia, hal ini agar hakim yang masih
merasa ragu-ragu atas konstitusionalitas suatu undang-undang
tidak memaksakan untuk menerapkannya ke dalam perkara yang
sedang ditanganinya. Apabila hakim tetap memaksakan untuk

menerapkannya, maka hal ini bertentangan dengan perintah
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berlaku adil yang terdapat di dalam Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 135
dan Q.S. Shad (38) ayat 26, serta hadits Rasulullah saw. yang

memerintahkan untuk meninggalkan keragu-raguan.

Urgensi penambahan atau perluasan kewenangan
Mahkamah Konstitusi terkait mekanisme constitutional question,
tentu berimplikasi pada terjadinya perubahan hukum karena
belum ada ada dasar hukum yang memayungi mekanisme
tersebut. Maka berdasarkan kajian siydsah dustiriyyah, hal ini

sesuai dengan kaidah: 158

Ji}h&j d\jCY\J Bd,fé:y“j B@JY\J@L\VA\%Y\J@"—\
Slgdh
Dan juga kaidah;'>’
TSGR eR VNG EYY

Untuk itu peran lembaga legislatif sebagai pembuat
hukum sangatlah dibutuhkan. Dalam islam lembaga ini disebut
dengan sulthah tashri’iyyah: Adapun penambahan hukum terkait
mekanisme constitutional question telah sesuai dengan unsur dan
asas legislasi islam serta termasuk ke dalam-fungsi kedua dari
lembaga sulthah tashri’iyyah karena al-qur’an dan hadits tidak

mengatur secara rinci, sehingga perlu dilakukan ijtihad yang

158 Suyuthi Pulungan, Figih Siyasah Ajaran, Sejarah..., him. 40.
159 Muhammad Iqbal, Figih Siyasah Kontekstualisasi Dokirin, ... hlm. 17.
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berlandaskan analogi dan ditujukan untuk sebesar-besarnya

kemaslahatan warga negara.

B. Saran

Berkenaan dengan penelitian di dalam skripsi ini, ada

beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Perlindungan dan penjaminan hak konstitusional warga
negara merupakan hal yang paling mendasar dalam
mewujudkan prinsip negara hukum yang dianut oleh
Indonesia sebagaimana telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat
(3) UUD 1945. Oleh karena itu, seharusnya mekanisme
constitutional question segera diterapkan dalam peradilan
konstitusi di Indonesia, mengingat hal tersebut merupakan
suatu kebutuhan yang bermuara pada sebesar-besarnya
kemaslahatan warga negara.

2. Lembaga legislatif hendaknya memberikan dasar hukum
yang jelas agar tidak terjadi kekosongan hukum sehingga
memberikan justifikasi kuat kepada Mahkamah Konstitusi
untuk -tidak - ragu-ragu ~mengadili - perkara - constitutional
question.

3. Lingkungan  akademisi untuk ' melakukan kajian lebih
mendalam dan komprehensif agar constitutional question
memiliki grand desain yang jelas tentang bagaimanakah
rumusan pengaturan yang tepat untuk diterapkan di dalam

pengadilan konstitusi di Indonesia.
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Lampiran 1

LAMPIRAN

TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN ISTILAH ASING

Hal.

Ayat Al Qur’an

Terjemah

12

Q.S. Al-Anbiya’
(21) ayat 107

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam.”

22

Q.S. Al-Ma’idah
(5) ayat 32

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu
hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa membunuh seseorang, bukan
karena orang itu (membunuh) orang lain,
atau bukan karena membuat kerusakan
dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh  semua  manusia. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan
seorang manusia, maka seolah-olah dia
telah memelihara  kehidupan semua
manusia. Dan sesungguhnya telah datang
kepada mereka rasul-rasul Kami dengan
(membawa) keterangan-keterangan yang
jelas, kemudian banyak diantara mereka
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui
batas dimuka bumi.”

24

Q.S. Al-
Isra’(17) ayat 33

“Danjanganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya),
melainkan dengan suatu. (alasan) yang
benar., Dan. barangsiapa- dibunuh secara
zalim, 'maka /sesungguhnya Kami telah
memberi kekuasaan kepada ahli warisnya,
tetapi janganlah ahli waris itu melampaui
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia
adalah orang yang mendapat pertolongan.”

24

Q.S. An-Nisa’
(74) ayat 29

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan
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jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

24

Q.S. Al-
Jumu’ah (62)
ayat 10

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

25

Q.S. An-Nur
(24) ayat 27

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu memasuki rumah yang bukan
rumahmu sebelum meminta izin dan
memberi salam kepada penghuninya. Yang
demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu
(selalu) ingat.”

25

Q.S. An-Nisa’
(4) ayat 59

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri
di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

25

Q.S. Al-Bagarah
(2) ayat 256

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki)
agama (Islam); sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang sesat.
Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada
buhul tali‘yang amat kuat yang tidak akan
putus.  Dan” Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui.”

26,

Q.S. An-Nisa’
(4) ayat 58

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara
manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil.  Sesungguhnya Allah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.
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Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha
Mendengar lagi Maha Melihat.”

26

Q.S. Al-A’raf
(7) ayat 33

“Katakanlah: "Tuhanku hanya
mengharamkan perbuatan yang keji, baik
yang nampak ataupun yang tersembunyi,
dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia
tanpa alasan yang benar, (mengharamkan)
mempersekutukan Allah dengan sesuatu
yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk
itu dan (mengharamkan) mengada-adakan
terhadap Allah apa yang tidak kamu
ketahui".

26

Q.S. Al-Maidah
(5) ayat 32

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu
hukum) bagi Bani Israil, bahwa:
barangsiapa yang membunuh seorang
manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena
membuat kerusakan dimuka bumi, maka
seakan-akan dia telah membunuh manusia
seluruhnya. Dan  barangsiapa  yang
memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya. Dan
sesungguhnya telah datang kepada mereka
rasul-rasul Kami dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas,
kemudian banyak diantara mereka sesudah
itu 'sungguh-sungguh' “melampaui batas
dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”

29

Q:S. an-Nisa’
(4) ayat 135

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah
kamu " penegak  keadilan, menjadi saksi
karena “Allah “walaupun terhadap dirimu
sendiri  atau  ibu-bapak dan kaum
kerabatmu. Jika ia (terdakwa) kaya ataupun
miskin, maka  Allah lebih  tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya
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Allah Mabhateliti terhadap segala apa yang
kamu kerjakan.”

30,
73

Q.S. Shad
(38:26)

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau
Kami jadikan khalifah (penguasa) di muka
bumi, maka berilah keputusan (perkara) di
antara manusia dengan adil dan janganlah
engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia
akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari
jalan Allah akan mendapat azab yang berat,
karena mereka melupakan hari
perhitungan.”

30

Q.S. An-Nisa’
(4) ayat 105

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan
kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad)
dengan membawa kebenaran, supaya kamu
mengadili antara manusia dengan apa yang
telah diajarkan Allah kepadamu, dan
janganlah kamu menjadi penentang (orang
yang tidak bersalah), karena (membela)
orang-orang yang khianat”

35

Q.S. Al-Bagarah
(2) ayat 279

“Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah,
bahwa Allah dan Rasul-Nya akan
memerangimu. Dan jika kamu bertaubat
(dari’' pengambilan “riba),  maka bagimu
pokok hartamu; kamu tidak menganiaya
dan tidak (pula)-dianiaya”.

35

Q.S. Asy-Syura’
(42) ayat 40-42

“(40) Dan balasan suatu kejahatan adalah
kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa
memaafkan dan berbuat baik (kepada orang
yang berbuat jahat) maka pahalanya atas
(tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia
tidak menyukai orang-orang yang zalim.
(41) Dan sesungguhnya orang-orang yang
membela diri setelah dizalimi, tidak ada
alasan untuk menyalahkan mereka. (42)
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Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada
orang-orang yang berbuat zalim kepada
manusia dan melampaui batas di muka
bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran.
Mereka itu mendapat azab yang pedih.”

Turmudzi no.
2518.

39 Q.S. Al-An’am
(6) ayat 57 “Katakanlah (Muhammad):
"Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah
yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku,
sedang kamu mendustakannya. Bukanlah
kewenanganku (untuk menurunkan azab)
yang kamu tuntut untuk disegerakan
kedatangannya. Menetapkan (hukum itu)
hanyalah hak Allah. Dia menerangkan
kebenaran dan Dia Pemberi keputusan
yang terbaik”.
42, Kaidah Ushul “Perubahan  hukum  dengan  sebab
79, Figih berubahnya zaman, tempat, situasi, adat dan
86 niat”
42, Kaidah Ushul “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan
;2, Figih hukum terjadi karena perubahan zaman”
73 Hadits Riwayat | Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Ali
Imam At- bin Abi Thalib, cucu Rasulullah shallallahu

‘alaihi wa sallam dan
kesayangannya radhiyallahu ‘anhuma, ia
berkata, ‘“Aku hafal (sebuah hadits) dari
Rasulullah shallallahu -‘alaihi wa sallam,
‘Tinggalkanlah yang meragukanmu lalu
ambillah yang tidak meragukanmu.”” (HR.
Tirmidzi, An-Nasa’i. Tirmidzi mengatakan
bahwa hadits ini hasan shahih) [HR.
Tirmidzi, no. 2518; An-Nasa’i, no. 5714.
Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa
sanad hadits ini shahih]
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34 Muhtasib

Mubhtasib, adalah  orang-orang yang
diangkat oleh sultan untuk mengawasi
kegiatan masyarakat dengan cara menyuruh
berbuat baik dan melarang berbuat mungkar

35 Nadzir al-
Mazalim

Nadzir al-Mazalim merupakan sebutan
untuk hakim atau orang yang menduduki
jabatan di dalam lembaga mazalim, selain
itu ada juga yang menyebutnya dengan gadi
mazalim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (11.12.2019)




	HALAMAN JUDUL

	ABSTRAK
	PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

	PENGESAHAN TUGAS AKHIR

	MOTTO HIDUP
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang

	B. Rumusan Masalah

	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

	D. Telaah Pustaka

	E. Kerangka Teoritis

	F. Metode Penelitian

	G. Sistematika Pembahasan


	BAB V PENUTUP

	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN



